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ICW tidak melihat adanya keseriusan 
dari Pimpinan KPK untuk mendeteksi ke-
beradaan mantan calon anggota legislatif 
asal PDI-Perjuangan, Harun Masiku.

ICW Menduga Pimpinan KPK
Tak Mau Tangkap Harun Masiku

JAKARTA (IM) -  Indo-
nesia Corruption Watch (ICW) 
menilai belum tertangkapnya 
buronan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), Harun 
Masiku merupakan bentuk 
ketidakmauan pimpinan KPK.

Harun merupakan tersang-
ka kasus suap terkait peneta-
pan Anggota DPR RI terpilih 
Tahun 2019-2024.

“Bagi ICW, persoalan pen-
carian buronan Harun Masiku 
bukan terletak pada kemam-
puan pegawai, melainkan kem-
auan Pimpinan KPK sendiri,” 
kata Peneliti ICW Kurnia, 
Senin (2/8).

“ICW mensinyalir Pimpi-
nan KPK tidak mau menang-
kap Harun Masiku karena kha-
watir pengembangan perkaran-
ya dapat menyasar elite partai 
politik tertentu,” ujarnya.

Kur n i a  meng a t akan , 
hingga saat ini, ICW tidak 
melihat adanya keseriusan 
dari Pimpinan KPK untuk 
mendeteksi keberadaan man-
tan calon anggota legislatif  
asal PDI-Perjuangan tersebut. 
Selain itu, sejak awal proses 
penanganan perkara, ICW su-
dah menduga Pimpinan KPK 
terkesan enggan dan takut 
untuk membongkar tuntas 
skandal suap pergantian antar 
waktu anggota DPR RI.

Pernyataan ini, kata Kur-
nia, bukan tanpa dasar, ada 
beberapa kejadian yang men-
guatkan indikasi tersebut. Mis-
alnya, kegagalan penyegelan 
kantor partai politik, dugaan 
intimidasi pegawai di PTIK, 
pengembalian paksa Penyidik 
Rossa Purbo Bekti ke Ke-
polisian, dan pemberhentian 

mencegah, merintangi, atau 
menggagalkan secara langsung 
atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan terhadap 
tersangka dan terdakwa atau-
pun para saksi dalam perkara 
korupsi, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 
3 tahun dan paling lama 12 
tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp 150 juta dan paling 
banyak Rp 600 juta.”

“Jika ada pihak yang di-
duga sengaja menyembunyikan 
buronan, kami ingatkan dapat 
diancam pidana sebagaima-
na ketentuan Pasal 21 UU 
Tipikor,” ujar Ali dalam ket-
erangan tertulis, Senin (2/8).

Kendati demikian, KPK 
belum dapat menyampaikan 
secara detail lokasi-lokasi mana 
saja yang telah disisir tim penyi-
dik untuk mencari Harun. Na-
mun, Ali memastikan bahwa 
KPK berkomitmen menun-
taskan pengusutan kasus yang 
menjerat mantan politisi PDI 
Perjuangan tersebut.

“KPK berharap bisa segera 
menangkap DPO Harun Ma-
siku,” ujar Ali.  han

JAKARTA(IM) - Kepala 
Staf  Angkatan Laut (KSAL), 
Laksamana TNI Yudo Mar-
gono, menginstruksikan jaja-
rannya memindahkan jasad 
para pahlawan yang gugur saat 
perang melawan Belanda pada 
1947 ke tempat yang lebih layak. 
Lokasi baru yang dipilih yakni 
Komplek Perjuangan  TNI AL 
Wana Samudera, Kalibakung, 
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Dinas Penerangan Ang-
katan Laut (Dispenal) men-
gatakan, KSAL memerintah-
kan hal tersebut selain menjadi 
bentuk penghargaan, sekaligus 
sebagai sarana meneladani 
dan meneruskan perjuangan 
para pahlawan. Makam para 
pejuang yang dipindahkan 
berada di tempat yang kurang 
terawat, di sebuah Bukit Tem-
peh. Tempat itu menjadi lokasi 
para pejuang dieksekusi tentara 
Belanda dalam sebuah lubang 
yang dibuat sebelumnya.

“Supaya peristiwa sejarah 
ini tetap dikenang, dan generasi 
muda bisa menauladani per-
juangan para pahlawan tersebut, 
sehingga diharapkan setelah 
dipindah para ahli waris bisa 
melaksanakan ziarah dengan 
mudah. Selama ini untuk bisa 
berziarah para ahli waris dan ma-
syarakat harus menempuh jalan 
kaki melalui jalan setapak untuk 
bisa sampai ke Bukit Tempeh,” 

tulis Dispenal dalam keterangan-
nya, Senin (2/8).

Proses tersebut dilakukan 
jajaran Pangkalan TNI Ang-
katan Laut (Lanal) Tegal yang 
dipimpin langsung Danlanal 
Tegal Letkol Marinir Ridwan 
Aziz, mulai dari penggalian 
hingga memindahkan jasad 
para pahlawan dari Bukit Tem-
peh serta memakamkan kem-
bali melalui upacara militer.

Upaya pemakaman secara 
militer disaksikan para tokoh 
masyarakat, para ulama di 
antaranya Maulana Al-Habib 
Muhammad Luthfi bin Ali 
bin Yahya (Habib Luthfi ) dan 
ahli waris KH Muhammad 
Syafei Bin Mukti dan H Yahya 
bin Sejan. Adapun perwakilan 
Perwira Tinggi TNI AL adalah 
Kadisjarahal Laksma TNI 
Supardi dan Kadisbintalal 
Laksma TNI Ian Heryawan.

Dispenal menjelaskan, 
proses penggalian dimulai pada 
Kamis (29/7) didahului dengan 
doa bersama, setelah penggalian 
dilaksanakan persemayaman di 
Monumen Perjuangan TNI AL 
Kalibakung. Keesokan harinya, 
Jumat (30/7) pemakaman secara 
militer dilaksanakan selepas 
salat Jumat, yang sebelumnya 
dilaksanakan tahlil bersama 
prajurit TNI AL dan ahli waris 
para pahlawan serta masyarakat 
setempat.  mei

TNI AL Pindahkan Jasad Pahlawan
Korban Tentara Belanda di Tegal

pegawai yang tergabung dalam 
tim buronan KPK melalui tes 
wawasan kebangsaan.

“Jadi, red notice bagi Harun 
Masiku itu hanya sekadar upaya 
KPK untuk meredam kritik 
masyarakat,” ucap Kurnia.

“Namun, sayangnya hal 
itu tidak akan berhasil, sebab, 
kebobrokan KPK di bawah 
komando Firli Bahuri sudah 
sangat akut dan sulit untuk 
ditutupi dengan cara apa pun,” 
tuturnya.

Sementara itu, KPK men-
egaskan bahwa jika ada pi-
hak yang sengaja merintangi 
pencarian dan penangkapan 
tersangka Harun Masiku akan 
dipidanakan. Pelaksana Tugas 
Juru Bicara KPK Ali Fikri 
menyatakan, lembaga antira-
suah itu bisa menjerat siapa 
saja pihak-pihak yang sengaja 
menyembunyikan Harun den-
gan Pasal 21 Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU Tipikor) yang 
ancaman pidana maksimalnya 
hingga 12 tahun penjara.

Adapun Pasal 21 UU 
Tipikor menyatakan, “Setiap 
orang yang dengan sengaja 

SIDANG PENGUJIAN MATERIIL UU KPK
Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), Arief Hidayat (kiri) memimpin sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terha-
dap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (2/8). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan. 

IDN/ANTARA

PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk
(“Perseroan”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (Rapat) yang akan diselenggarakan pada: 
Hari :  Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : Pukul 14:00 WIB - selesai 
Tempat : Gedung Menara Hijau, Balairung Kiani
  Jl. Letjen MT Haryono Kav.33, Pancoran
  Jakarta Selatan
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:  
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta 

Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 

Buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan 
Publik beserta persyaratan penunjukkan lainnya;

3. Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Catatan: 
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai 

undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan https://www.ged.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada                          

03 Agustus 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 25 Agustus 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar 

Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 02 Agustus 2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

b.     hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah 

pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes 

(https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui 

pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap 

dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan 
persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam 

8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan 
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara 
secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 
Rapat.

mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi                       

eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a.     Proses Registrasi

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi 
eASY.KSEIhingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan 
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi 
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan 
suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin 
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada 
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan 
(Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan 
suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEIhingga batas waktu pada butir 9, maka 
penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI 
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian 
atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada 
butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi 
kehadiran dalam aplikasieASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat 
secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima 
kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah 
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI 
paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan 
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan 
saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan 
otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv 
dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri 
Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b.     Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/

atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara 

aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan 
dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat 
pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan 
nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c.     Proses Pemungutan Suara/Voting

menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan 

suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham 
atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama 

pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu 
pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses 

suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada 

aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara 
elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan 
akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d.     Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas 

waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan 
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan 

kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara 
elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi 
dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.

iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS 
namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a 
angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak 
akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS 

maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan 

to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan 
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, 
pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.  

Jakarta, 03 Agustus 2021
PT TRIMUDA NUANSA CITRA, Tbk.

Direksi Perseroan

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mengancam akan me-
midanakan pihak-pihak yang 
dengan sengaja membantu 
Harus Masiku melarikan diri.

Harun Masiku merupakan 
buronan kasus suap penguru-
san Pergantian Antar Waktu 
(PAW) anggota DPR dari Frak-
si PDIP periode 2019-2024.

Ancaman terhadap para 
pihak yang dengan sengaja 
membantu pelarian Harun Ma-
siku, terancam tertuang dalam 
Pasal 21 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor). Dalam 
pasal tersebut, diatur ancaman 
pidana terhadap pelaku maksi-
mal 12 tahun penjara.

“Jika ada pihak yang di-
duga sengaja menyembunyikan 
buronan, kami ingatkan dapat 
diancam pidana sebagaima-
na ketentuan Pasal 21 UU 
Tipikor,” kata Plt Juru Bicara 

KPK Ali Fikri melalui pesan 
singkatnya, Senin (2/8).

Ali menekankan, hingga 
saat ini, pihaknya masih beru-
paya mencari keberadaan Ha-
run Masiku. Salah satu upaya 
KPK untuk memburu Harun 
Masiku yakni dengan meminta 
bantuan kepada Interpol.

Interpol sudah mengeluar-
kan red notice atasnama Harun 
Masiku. Dengan demikian, Ha-
run Masiku sudah masuk dalam 
daftar buronan internasional. 
“KPK masih terus berupaya 
menemukan DPO dimaksud 
baik pencarian di dalam negeri 
maupun kerjasama melalui NCB 
interpol,” beber Ali.

Seperti diketahui bawa In-
terpol sudah menerbitkan red 
notice untuk Harun Masiku.

“Informasi terbaru yang 
kami terima bahwa pihak Inter-
pol benar sudah menerbitkan 
Red Notice atasnama DPO Ha-
run Masiku,” kata Plt Juru Bicara 

Masiku merupakan mantan Caleg 
asal PDI Perjuangan yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka kasus 
dugaan suap terkait pemulusan 
proses Pergantian Antar Waktu 
(PAW) Anggota DPR.

Harun ditetapkan seb-
agai tersangka bersama tiga 
orang lainnya. Ketiganya yakni, 
mantan Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Wa-
hyu Setiawan; mantan Anggota 
Badan Pengawas Pemilu (Ba-
waslu) sekaligus orang keper-
cayaan Wahyu, Agustiani Tio 
Fridelina; serta pihak swasta, 
Saeful (SAE).

Harun lolos dalam Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) KPK. 
Ia berhasil melarikan diri. Ia 
kemudian ditetapkan sebagai 
buronan KPK pada Januari 
2020. Harun juga telah dicegah 
untuk bepergian ke luar negeri. 
Kendati demikian, hingga kini 
belum diketahui keberadaan 
Harun Masiku.  han

KPK, Ali Fikri melalui pesan 
singkatnya, Jumat (30/7) lalu.

Menurut Ali, KPK masih 
terus bekerja mencari buronan 
Harun Masiku. Bahkan, menu-
rut Ali KPK telah bekerja 
sama dengan sejumlah pihak 
untuk melacak keberadaan 
Harun Masiku.

Hingga kini, belum diketa-
hui apakah Harun Masiku bera-
da di Indonesia ataupun di luar 
negeri. “Upaya pelacakan juga 
terus dilakukan KPK dengan 
menggandeng kerja sama para 
pihak, Bareskrim Polri, Dirjen 
Imigrasi Kemenkumham, serta 
NCB Interpol,” bebernya.

KPK butuh kerja sama 
seluruh masyarakat agar dapat 
segera menangkap Harun 
Masiku. Oleh karenanya, KPK 
meminta agar masyarakat 
segera melapor jika meli-
hat ataupun mengetahui ke-
beradaan Harun Masiku.

Sekadar informasi, Harun 

KPK Ancam Pidanakan Pihak-pihak
yang Bantu Masiku Melarikan Diri

JAKARTA (IM) - Dewan 
Pengawas (Dewas) diharapkan 
dapat bersikap tegas dalam 
sidang dugaan pelanggaran etik 
Wakil Ketua Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) Lili Pin-
tauli Siregar. Hal itu disampaikan 
mantan Direktur Pembinaan 
Jaringan Kerja Antar-Komisi 
dan Instansi (PJKAKI) KPK 
Sujanarko dalam merespons 
sidang dugaan pelanggaran yang 
akan digelar hari ini, Selasa (3/8).

Berdasarkan keterangan eks 
penyidik KPK Stepanus Robin 
Pattuju, Lili Pintauli pernah 
berkomunikasi dengan Wali 
Kota Tanjungbalai nonaktif  M 
Syahrial terkait terkait penanga-
nan perkara. “Pernyataan Robin 
di sidang merupakan fakta persi-
dangan, Dewan Pengawas perlu 
mengubah diri, tidak seperti 
yang lalu-lalu, sangat lunak ke 

pimpinanan KPK tetapi sangat 
keras ke penyidik KPK,” kata 
Sujanarko, Senin (2/8).

Dalam sidang di Pengadilan 
Tipikor Medan, Senin (27/7) 
lalu, Robin mengatakan Lili 
pernah menghubungi M Syah-
rial. Robin mengatakan hal ini 
saat bersaksi  secara daring dari 
Jakarta. Menurut Robin, perbin-
cangan M Syahrial dengan Lili 
terkait perkara jual beli jabatan di 
Pemerintahan Kota Tanjungba-
lai yang sedang ditangani KPK. 
Menurut Robin, Syahrial saat 
itu meminta bantuan Lili untuk 
mengurus perkaranya. Kemu-
dian, Lili meminta Syahrian 
bertemu dengan Fahri Aceh.

Kendati demikian Robin 
mengaku  tidak mengetahui 
apakah akhirnya M Syahrial 
jadi bertemu dengan Fahri 
Aceh. Robin dan seorang pen-

dan putusan sidang tersebut 
terbuka untuk umum. Hal itu, 
sebagaimana Peraturan Dewan 
Pengawas (Perdewas) Nomor 
03 tahun 2020 Tentang Tata 
Cara Pemeriksaan dan Per-
sidangan Pelanggaran Kode 
Etik dan Pedoman Komisi 
Pemberantasan Korupsi.

“Sesuai Perdewas Nomor 
03 Tahun 2020, sidang etik 
berlangsung tertutup, kecu-
ali pembacaan putusan yg di-
lakukan secara terbuka,” kata 
Syamsuddin kepada wartawan, 
Senin (2/8).

 Laporan dugaan pelang-
garan etik itu dilayangkan oleh 
mantan Direktur Pembinaan 
Jaringan Kerja Antar-Komisi 
dan Instansi (PJKAKI) KPK 
Sujanarko serta dua penyidik 
KPK, Novel Baswedan dan 
Rizka Anungnata.  han

gacara, Maskur Husain, men-
jadi tersangka dalam perkara 
ini. Jaksa menduga keduanya 
bekerja sama untuk memenuhi 
permintaan M Syahrial agar 
penyelidikan kasus jual beli 
jabatan di Pemkot Tanjung-
balai tidak dinaikkan statusnya 
menjadi penyidikan.

 Lili Pintauli juga terseret 
dalam perkara ini karena di-
duga sempat dihubungi oleh 
M Syahrial. Namun dalam 
pernyataannya, Jumat (30/4), 
Lili menampik tudingan itu.

“Mudah-mudahan, yang 
kali ini bisa dinyatakan pelang-
garan berat, untuk kebaikan 
KPK,” kata Sujanarko.

Sebelumnya, anggota De-
was KPK Syamsuddin Haris 
mengatakan, sidang dugaan 
pelanggaran etik tersebut 
akan berlangsung tertutup 

Dewas Diharapkan Bisa Tegas dalam
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli


